Lampiran I

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor
: 
SE- /PJ/2015

Tentang 
:
Tata Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah 

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN TANDA BUKTI TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK 

Nomor
:
................................. (1)



.........,................ (3)

Lampiran
:
................................. (2)

Hal
:
Permohonan Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...............(4)

.................................................................

.................................................................

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama
:
.................................... (5)

NPWP
:
.................................... (6)

Alamat
:
.................................... (7)

bersama ini mengajukan permohonan surat tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan diri saya sebagai bakal calon ............................ (8),
sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Apabila terdapat hal yang harus dilengkapi atau untuk kepentingan koordinasi, saya dapat dihubungi pada nomor telepon/HP ........................... (9) dan faksimili ........................... (10)

Sebagai bahan pendukung, terlampir disampaikan (11):

	No
	Jenis Kelengkapan
	Jumlah

	1
	
	............ lembar

	2
	
	............ lembar


Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.................. (12)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN

PERMINTAAN TANDA BUKTI TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK 
Nomor (1) 
:
Diisi dengan nomor surat.

Nomor (2) 
:
Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan.

Nomor (3) 
:
Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat.

Nomor (4)
:
Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak/bakal calon kepala daerah terdaftar.

Nomor (5) 
:
Diisi dengan nama bakal calon kepala daerah.

Nomor (6) 
:
Diisi dengan NPWP bakal calon kepala daerah.

Nomor (7) 
:
Diisi dengan alamat bakal calon kepala daerah.

Nomor (8)
:
Diisi dengan jabatan kepala daerah yang akan diikuti.



Contoh
:
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.





Walikota Kota Tangerang Selatan





Wakil Bupati Kabupaten Kudus 

Nomor (9) 
:
Diisi dengan nomor telepon atau handphone yang dapat dihubungi.

Nomor (10) 
:
Diisi dengan nomor faksimili.

Nomor (11)
:
Diisi dengan nama kelengkapan/dokumen dan jumlah lembar lampiran berkas yang dilampirkan apabila bakal calon melampirkan.

Nomor (12)
:
Diisi dengan nama dan tanda tangan bakal calon kepala daerah.

	DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

NIP 195909171987091001
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